
BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian 

yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Salah satu bentuk perwujudan Restorative Justice adalah dengan 

dikembangkannya konsep Mediasi Penal yang menjadi alternatif dalam 

penyelesaian perkara pidana. Eksistensi peraturan perundangan-undangan 

sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan 

Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini 

masih bersifat lemah karena tidak diatur pada tataran undang-undang 

melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan 

sifatnya parsial. Pada tataran dibawah undang-undang, landasan yuridis 

Mediasi Penal hanya diatur melalui Surat Kapolri No. Pol: 

B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang 

Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan 

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi 

dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas 

Polri.   

 

 



2. Implementasi Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana baru ada 

pada tahap penyidikan melalui 2 (dua) cara yaitu Mediasi Penal yang 

mediatornya adalah penyidik dan Mediasi Penal yang mediatornya adalah 

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Pada tahap penuntutan 

dan tahap persidangan belum ada praktik Mediasi Penal yang dilakukan 

baik oleh jaksa maupun hakim sebagai aparat penegak hukum. Pada tahap 

penuntutan, hasil kesepakatan mediasi hanya menjadi pertimbangan bagi 

jaksa untuk meringankan tuntutan pidana atau menuntut pidana 

percobaan/bersyarat. Sedangkan, pada tahap persidangan hasil 

kesepakatan mediasi hanya menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar 

dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Landasan yuridis Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara 

pidana saat ini hanya berupa diskresi penegak hukum karena belum diatur 

pada tataran undang-undang sehingga pada masa mendatang perlu 

dibentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya 

sehingga dapat menjadi landasan yuridis yang kuat bagi aparat penegak 

hukum dalam mewujudkan Restorative Justice yang tentunya akan lebih 

memberikan rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat dan tidak 

terjadi adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dari para 

pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana. 

 

 



2. Praktik Mediasi Penal yang saat ini telah dilakukan oleh aparat penegak 

hukum menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran Retributive Justice 

menuju Restorative Justice. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan lebih 

baik dan lebih lanjut mengenai tahap dan proses Mediasi Penal serta 

progresivitas setiap aparat penegak hukum dalam rangka penangangan 

perkara pidana agar keadilan yang seimbang yang diinginkan dan 

dibutuhkan oleh masyarakat dapat terwujud. 
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